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ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan dan kepastian hukum dokter program internship dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Indonesia. Dokter internship merupakan
dokter yang telah menyelesaikan pendidikan akademik dan profesi, tetapi masih menjalani tahap
pemahiran dan penyelarasan kompetensi sebelum memperoleh kewenangan praktik secara
mandiri. Dalam pelaksanaannya, dokter internship telah memberikan pelayanan medis secara
langsung kepada pasien berdasarkan Sertifikat Kompetensi, Surat Tanda Registrasi Internship, dan
Surat Izin Praktik Internship. Namun, status tersebut menimbulkan persoalan mengenai batas
kewenangan, bentuk perlindungan hukum, supervisi, serta pertanggungjawaban apabila terjadi
kesalahan medis.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis. Data
diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
doktrin, dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan program internship serta hukum kesehatan.
Penelitian juga didukung oleh studi lapangan dan wawancara. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter internship mempunyai kedudukan hukum sebagai
dokter yang memiliki kewenangan klinis terbatas. Dokter internship dapat memberikan pelayanan



kesehatan pada wahana internship yang telah ditentukan, dengan tetap mematuhi standar
kompetensi, standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Dokter
internship wajib berada di bawah pendampingan dan supervisi dokter pendamping. Kepastian
hukum dokter internship telah diatur melalui berbagai peraturan mengenai kesehatan, pendidikan
kedokteran, registrasi, izin praktik, dan penyelenggaraan program internship. Namun, pengaturan
tersebut belum sepenuhnya memberikan kejelasan mengenai pembagian tanggung jawab antara
dokter internship, dokter pendamping, dan rumah sakit atau wahana internship.

Pertanggungjawaban atas kesalahan medis harus ditentukan berdasarkan bentuk kesalahan,
kewenangan, standar pelayanan, supervisi, dan hubungan sebab akibat dengan kerugian pasien.
Pertanggungjawaban dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana, administratif, etik, serta
tanggung jawab kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi mengenai batas
kewenangan, standar supervisi, beban kerja, mekanisme pemeriksaan, perlindungan hukum, serta
pembagian tanggung jawab antara dokter internship, dokter pendamping, dan wahana internship.

Kata kunci: kepastian hukum, dokter internship, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum,
tanggung jawab medis.

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan aspek yang sangat vital dalam kehidupan manusia, dan pelayanan
kesehatan menjadi suatu kebutuhan yang tidak terpisahkan dalam instrumen pemenuhan hak asasi
manusia. Dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, peran dokter sebagai
tenaga medis memegang posisi sentral. Namun, praktik medis modern saat ini tidak sekadar
melibatkan aspek klinis-biomedis semata, melainkan juga bertumbuh dengan kompleksitas hukum
yang mengitarinya. Profesi dokter seringkali berada dalam situasi dilematis; di satu sisi menjadi
dokter merupakan panggilan mulia yang berorientasi pada kemanusiaan (inspaningsverbintenis),
namun di sisi lain mereka kerap terjebak dalam pusaran konflik hukum pidana maupun perdata
akibat ketidakpuasan pasien dan tuduhan malpraktek medis yang dapat menghancurkan reputasi
serta karier profesional mereka.

Dalam tata kelola pendidikan dan profesi kedokteran di Indonesia, seorang lulusan baru
kedokteran diwajibkan secara hukum untuk menyelenggarakan dan mengikuti Program Internsip
Dokter Indonesia (PIDI). Program internsip kedokteran ini awalnya dilaksanakan berdasarkan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 299 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Program Internsip dan
Penempatan Dokter Pasca Internsip, serta Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No. 1 Tahun
2010 tentang Registrasi Dokter Program Internsip. Secara konseptual, program internsip



didefinisikan sebagai proses pemanfaatan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang
diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan
pendekatan kedokteran keluarga dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil
pendidikan dengan praktik riil di lapangan.

Seiring berjalannya waktu, regulasi ini diperbarui melalui Peraturan Menteri Kesehatan
No. 39 Tahun 2017 yang dalam Pasal 1 menyatakan bahwa dokter internsip adalah dokter yang
sudah teregistrasi secara legal, memiliki surat izin praktik (SIP) khusus internsip, dan bertanggung
jawab penuh atas pelayanan kesehatan yang dilakukannya, sepanjang tindakannya menaati standar
profesi kedokteran dan standar prosedur operasional rumah sakit/puskesmas pada wahana
internsip tempat ia bertugas. Dari ketentuan formal tersebut, secara normatif dapat disimpulkan
bahwa dokter internsip telah diakui secara hukum akan kompetensi medis dasarnya, memiliki izin
melakukan praktik kedokteran, serta memikul beban tanggung jawab hukum yang mandiri.

Namun, di balik formalitas normatif tersebut, fakta dan praktik empiris di lapangan
memunculkan persoalan hukum yang bersifat ambivalen. Kedudukan hukum dokter internsip
dianggap menggantung di zona abu-abu. Di satu sisi, mereka sudah menjalankan tugas dan fungsi
pelayanan medis secara penuh layaknya dokter definitif demi memenuhi kuota sumber daya
manusia di berbagai daerah. Di sisi lain, mereka secara sosiologis dan akademis dianggap belum
penuh sebagai tenaga profesional mandiri sehingga wajib dipantau, disupervisi, dan didampingi
oleh dokter pendamping di wahana pelayanan kesehatan.

Ketidakpastian hukum ini semakin tajam saat dihadapkan pada dinamika hukum kesehatan
nasional terbaru dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
(UU Kesehatan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksanaannya.
UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 mengubah arah kebijakan dari yang semula parsial menjadi
Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terintegrasi langsung ke dalam tata kelola
sistem kesehatan nasional. Meskipun UU Kesehatan dan PP Pelaksananya berupaya memberikan
jalan tengah penyelesaian konflik medis dan penguatan perlindungan bagi tenaga medis, klausul
proteksi konkret bagi dokter yang masih berada dalam masa pemahiran (internsip) masih
memerlukan kajian mendalam. Terutama mengenai batasan tanggung jawab hukum jika terjadi
sengketa medis atau kelalaian dalam transaksi terapeutik di wahana rumah sakit yang melibatkan
dokter internsip dan dokter pendamping.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan dan
identifikasi masalah dalam penelitian artikel ilmiah ini diarahkan pada dua fokus utama:

1. Bagaimana kedudukan hukum Dokter program internsip dalam sistem pelayanan
kesehatan di Indonesia?



2. Bagaimana kepastian hukum Dokter program internsip dalam menjalankan praktik
kedokteran sebagai bentuk pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji, memetakan, dan menganalisis kedudukan hukum dokter program
internsip dalam konvergensi hukum pendidikan dan hukum kesehatan di Indonesia.

2. Untuk menguji, mengkaji, dan menganalisis pemenuhan asas kepastian hukum serta
batasan tanggung jawab hukum dokter program internsip dalam menjalankan praktik
kedokteran di wahana pelayanan kesehatan masyarakat.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi multidimensional:

1. Manfaat Teoritis: Memberikan khazanah pemikiran baru bagi perkembangan doktrin
Hukum Kesehatan, khususnya mengenai teori tanggung jawab hukum berjenjang dan
pemenuhan kepastian hukum bagi tenaga medis dalam masa pemahiran.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman mengenai hak atas informasi kesehatan
yang transparan dan perlindungan hak pasien dalam transaksi terapeutik dengan dokter
internsip.

b. Bagi Dokter: Menjadi panduan teoretis-yuridis bagi dokter internsip maupun dokter
pendamping mengenai batasan kewenangan klinis dan hak proteksi yang mereka miliki.

c. Bagi Rumah Sakit/Wahana: Menjadi acuan dasar dalam menyusun Standar Prosedur
Operasional (SPO) yang selaras dengan asas kepastian hukum demi meminimalisir
risiko gugatan malpraktik medis.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Negara Hukum Pancasila

Istilah negara hukum secara universal merupakan terjemahan yuridis dari konsep
"rechtsstaat" yang berkembang dalam tradisi kodifikasi hukum Eropa Kontinental (Civil Law)
maupun konsep "the rule of law" yang berakar dari tradisi Anglo-Saxon (Common Law).
Notohamidjojo menyatakan bahwa pembentukan negara hukum bertujuan untuk menggusur



kekuasaan absolut (machtsstaat) dan menggantikannya dengan supremasi hukum. Dalam falsafah
keindonesiaan, konsep yang dianut secara konstitusional adalah Negara Hukum Pancasila,
sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Menurut Friedrich Julius Stahl, sebuah negara dapat dikategorikan sebagai rechtsstaat
apabila memenuhi empat ciri dasar: adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM), pemisahan
atau pembagian kekuasaan untuk menjamin objektivitas, pemerintahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan (wetmatigheid van bestuur), dan keberadaan peradilan administrasi yang
bebas. Dalam konteks Negara Hukum Pancasila, penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh
bersandar pada kekuasaan perorangan (not of man), melainkan digerakkan oleh hukum sebagai
suatu sistem terpadu (rule of law). Oleh karena itu, seluruh tindakan pelayanan publik, termasuk
pengelolaan dan perlindungan hukum terhadap tenaga medis, harus didasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi negara.

B. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai dasar hukum yang paling fundamental di
samping nilai keadilan (gerechtigkeit) dan nilai kemanfaatan (zweckmassigkeit). Gustav Radbruch
menegaskan bahwa kepastian hukum dan keadilan merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan
dari hakikat hukum positif. Hukum wajib bersifat pasti sebagai pedoman perilaku masyarakat, dan
wajib bersifat adil agar pedoman tersebut dirasakan wajar dan humanis.

Secara normatif-positivistik, Hans Kelsen melalui Teori Hukum Murni (Pure Theory of
Law) memandang hukum sebagai tata susunan norma yang logis, berjenjang, dan deliberatif (das
sollen). Kepastian hukum terwujud apabila norma-norma hukum positif dirumuskan secara jelas,
logis, konsisten, konsekuen, dan tidak menimbulkan interpretasi ganda (multi-tafsir). Doktrin
yuridis-dogmatik menilai bahwa dengan adanya kepastian hukum, setiap subjek hukum dapat
memprediksi konsekuensi yuridis dari setiap perbuatan hukum yang dilakukannya tanpa
dipengaruhi oleh faktor subjektivitas aparat penegak hukum. Dalam kerangka pelayanan
kesehatan, kepastian hukum diperlukan untuk mempertegas batas-batas hak, kewajiban,
kewenangan klinis, serta sanksi bagi seluruh pihak yang terlibat.

C. Konsep Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan (Transaksi Terapeutik)

Pelayanan kesehatan pada hakikatnya merupakan hubungan hukum khusus yang dikenal
dengan istilah transaksi terapeutik. Mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
mengartikan transaksi terapeutik sebagai hubungan kontrak antara dokter dengan pasien yang
dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), yang senantiasa diliputi oleh emosi,
harapan, dan kekhawatiran insani. Hubungan hukum ini berakar dari konsep perikatan untuk
berupaya secara maksimal (inspaningsverbintenis), dan bukan perikatan untuk memberikan hasil



yang pasti (resultaatsverbintenis), mengingat kesembuhan pasien dipengaruhi oleh kompleksitas
biologis yang berada di luar kendali mutlak kedokteran.

Hubungan hukum transaksi terapeutik melahirkan hak dan kewajiban yang bersifat
resiprokal. Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, pasien memiliki hak atas informasi kesehatan
yang jujur, transparan, dan komprehensif (right to information), serta hak untuk menentukan nasib
medisnya sendiri melalui persetujuan tindakan kedokteran (right to self-determination/informed
consent). Sebaliknya, dokter memiliki hak untuk mendapatkan informasi medis yang akurat dari
pasien, menerima imbalan jasa (kecuali bagi dokter internsip yang diatur secara khusus melalui
bantuan biaya hidup), serta hak mendapatkan perlindungan hukum sepanjang praktik medisnya
bersesuaian dengan standar profesi dan Standar Prosedur Operasional (SPO).

D. Konsep Kedudukan Dokter Internship

Internsip dokter diartikan sebagai periode pemahiran, pemantapan, dan transisi wajib pra-
registrasi penuh yang menjembatani kelulusan akademik kompetensi dasar dengan praktik profesi
mandiri tanpa supervisi. Di kancah internasional, konsep internsip diadopsi dengan berbagai
variasi sistemik. Di Australia, internsip berlangsung selama satu tahun di bawah pengawasan
Medical Board Association (MBA) sebelum mendapatkan registrasi medis umum. Di Inggris,
program serupa dikenal sebagai Foundation Year 1 (F1) di bawah otorisasi General Medical
Council (GMC). Sedangkan di Belanda, lulusan kedokteran langsung memperoleh registrasi penuh
tanpa melalui fase internsip terpisah.

Di Indonesia, kedudukan dokter internsip didesain sebagai sub-sistem penguatan mutu
pelayanan kesehatan primer dan pemerataan distribusi sumber daya manusia. Status mereka unik
karena mengantongi kompetensi yang telah diakui oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)
melalui kepemilikan STR Internsip dan SIP Internsip yang diterbitkan pemerintah daerah, namun
kewenangan klinis operasional mereka dibatasi secara lokasional pada wahana pelayanan
kesehatan (rumah sakit dan puskesmas) serta wajib berada di bawah supervisi aktif dokter
pendamping.

E. Kode Etik Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Dokter

Profesi kedokteran dikendalikan oleh tiga pilar sanksi dan pertanggungjawaban yang
berjalan secara paralel:

1. Tanggung Jawab Etika Profesi: Dikendalikan oleh Kode Etik Kedokteran Indonesia
(KODEKI) melalui pemisahan antara etik jabatan (medical ethics) dan etik asuhan (ethics
of medical care). Pelanggaran etik ditangani oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran
(MKEK) yang bersifat korektif dan preventif.



2. Tanggung Jawab Administrasi: Terkait dengan kepatuhan formal terhadap syarat izin
praktik. Pengaduan mengenai pelanggaran disiplin dan administrasi diarahkan kepada
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dengan sanksi administratif
berkisar dari teguran tertulis hingga pencabutan Surat Izin Praktik (SIP).

3. Tanggung Jawab Hukum (Civil and Criminal Liability):

- Tanggung Jawab Perdata: Timbul akibat terjadinya wanprestasi (Pasal 1239
KUHPerdata) dalam transaksi terapeutik atau Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365
dan 1366 KUHPerdata) yang menimbulkan kerugian material maupun immaterial pada
pasien.

- Tanggung Jawab Pidana: Muncul apabila tindakan medis dinilai memenuhi unsur delik
kelalaian berat (culpa lata) yang menyebabkan luka-luka atau kematian pasien (seperti
ketentuan Pasal 359 dan 360 KUHP lama, atau delik terkait dalam undang-undang
kesehatan baru). Perlindungan pidana bagi dokter tegak selama tindakan invasif yang
dilakukan memiliki indikasi medis yang valid, mengantongi informed consent, dan
berjalan di atas koridor standar profesi tertinggi.

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian dalam artikel ilmiah ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Metode
deskriptif analisis bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, obyektif, dan
rinci mengenai fakta-fakta hukum, data sekunder, serta norma-norma hukum positif yang berkaitan
dengan jaminan kepastian hukum bagi dokter program internsip dalam rangka pelayanan
kesehatan masyarakat. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan, dianalisis, dan
dibandingkan dengan teori-teori hukum substantif guna menarik kesimpulan komprehensif atas
isu hukum yang diteliti.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif (penelitian
hukum doktrinal). Penelitian normatif memandang hukum sebagai aturan tertulis dalam lembaran
negara (law in books) serta mengonsepkan hukum sebagai norma atau kaidah kelakuan yang
bersifat imperatif. Fokus pendekatan ini adalah menemukan aturan hukum, asas hukum, doktrin
hukum kesehatan, serta yurisprudensi yang relevan untuk menjawab problem kekosongan atau
ketidakpastian hukum yang dihadapi oleh dokter peserta program internsip di Indonesia.

C. Tahap Penelitian dan Sumber Data



Penelitian menitikberatkan pada pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan
(library research), yang diklasifikasikan ke dalam tiga bahan hukum:

1. Bahan Hukum Primer: Peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat secara
hukum, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (sepanjang
ketentuannya belum digantikan);

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Kesehatan;

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Program
Internsip.

2. Bahan Hukum Sekunder: Publikasi ilmiah yang memberikan penjelasan atas bahan hukum
primer, seperti buku teks hukum kesehatan, jurnal ilmiah nasional/internasional, pendapat
hukum (doktrin) para sarjana, serta hasil simposium hukum kedokteran terupdate.

3. Bahan Hukum Tersier: Kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks majalah hukum yang
berfungsi memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder.

Untuk menjaga relevansi empiris, data sekunder didukung secara proporsional oleh data
primer terbatas melalui studi lapangan (field research) berupa wawancara mendalam (in-depth
interview) dengan dokter peserta program internsip sebagai pelaksana riil pelayanan kesehatan di
wahana rumah sakit.

D. Alat Pengumpul Data dan Pemeriksaan Keabsahan Data

Alat pengumpul data dalam studi kepustakaan adalah kartu catatan bibliografi dan
instrumen dokumentasi hukum. Sedangkan untuk studi lapangan digunakan pedoman wawancara.
Pemeriksaan keabsahan data kualitatif dikendalikan secara ketat melalui pengujian kredibilitas
(credibility) menggunakan teknik ketekunan pengamatan secara berkesinambungan, triangulasi
sumber data, serta pengecekan sejawat melalui diskusi akademik formal. Validitas eksternal
dijamin melalui uji keteralihan (transferability) dengan menyajikan uraian konteks penelitian
secara rinci, serta uji obyektivitas (confirmability) untuk memastikan hasil penelitian murni
bersumber dari kesepakatan data tanpa bias personal peneliti.

E. Analisis Data

Data yang telah dikonstruksikan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif
dengan model penalaran deduktif. Penalaran deduktif bergerak dari premis mayor berupa undang-
undang, teori negara hukum, dan asas kepastian hukum yang bersifat umum, dihubungkan dengan
premis minor berupa fakta yuridis ambivalensi kedudukan dokter internsip (khusus), untuk
menghasilkan konklusi konseptual mengenai pemenuhan perlindungan hukum dokter internsip di
Indonesia.



BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Dokter Program Internship dalam Sistem Pelayanan Kesehatan di
Indonesia

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap arsitektur hukum nasional, program internsip
dokter berada tepat pada titik konvergensi antara hukum pendidikan tinggi dan hukum kesehatan.
Berdasarkan Pasal 215 dan 216 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap
tenaga medis yang telah menyelesaikan pendidikan profesi dan mengangkat sumpah jabatan
diwajibkan menjalani program internsip guna memantapkan kemandirian klinis. Ketentuan
operasional ini dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang memosisikan
fasyankes wahana internsip sebagai bagian dari ekosistem perluasan jangkauan mutu pelayanan
kesehatan primer dan rujukan di seluruh wilayah Indonesia.

Secara teoritis-hukum, hubungan hukum yang terjalin antara dokter program internsip
dengan pasien di rumah sakit atau puskesmas berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif.
Dokter bertindak sebagai health provider yang memegang kendali aktif atas keahlian klinis,
sementara pasien menempati posisi health receiver yang cenderung pasif karena
ketidakseimbangan pengetahuan medis (difference of data and ability). Hubungan ini
dikategorikan sebagai hubungan akademik-klinis dan bukan hubungan kerja konvensional,
mengingat tujuan utamanya adalah pemahiran lulusan di bawah koridor pendidikan keprofesian
berkelanjutan.

Meskipun berstatus peserta didik dalam fase pemandirian, dokter internsip adalah subjek
hukum mandiri yang memiliki kewenangan klinis terbatas. Legalitas formal mereka dijamin oleh
negara melalui penerbitan Sertifikat Kompetensi oleh kolegium, Surat Tanda Registrasi (STR)
Internsip oleh Konsil Kesehatan Indonesia (KKI)—sebuah lembaga nonstruktural independen di
bawah Presiden yang bertugas melakukan registrasi tenaga medis berdasarkan Pasal 8§ UU
Kesehatan—serta Surat Izin Praktik (SIP) Internsip dari pemerintah daerah setempat.

Namun demikian, kedudukan hukum ini memicu konsekuensi pertanggungjawaban hukum
yang berlapis saat terjadi sengketa medis atau tuntutan malpraktik dari pasien:

1. Tanggung Jawab Keperdataan: Jika tindakan medis dokter internsip menimbulkan kerugian bagi
pasien, tuntutan ganti rugi dapat diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365
KUHPerdata) atau kelalaian yang menimbulkan kerugian (Pasal 1366 KUHPerdata). Kelemahan
mendasar dalam tata kelola saat ini adalah belum diaturnya doktrin vicarious liability (tanggung
jawab atasan/pengganti) secara tegas dalam regulasi internsip. Sepatutnya, karena dokter internsip



bekerja di bawah penugasan negara dan wahana, kerugian perdata dialihkan secara berjenjang
menjadi tanggung jawab kelembagaan rumah sakit atau dokter pendamping selaku supervisor.

2. Tanggung Jawab Hukum Kepidanaan: Berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana (anregula
sine culpa), seorang dokter internsip memikul tanggung jawab personal (personal liability) atas
kelalaian berat yang dilakukannya jika tindakan tersebut meluar batas kewenangan klinisnya atau
melanggar kesepakatan operasional dengan dokter pendamping. Tindakan invasif tanpa informed
consent yang valid dapat diklasifikasikan sebagai tindak penganiayaan medis (Pasal 351 KUHP),
kecuali jika tindakan tersebut dilakukan dalam kondisi darurat medis (emergency) demi
menyelamatkan nyawa pasien tanpa perlu menunggu persetujuan supervisor.

3. Tanggung Jawab Administrasi dan Etika: Dokter internsip tunduk pada pengawasan disiplin
oleh KKI dan dinas kesehatan. Pelanggaran terhadap tata tertib wahana atau sanksi terhadap
kesalahan penulisan resep dan pemeriksaan laboratorium dapat mengakibatkan sanksi
administratif berupa perpanjangan masa internsip di stase tertentu, skorsing sementara, hingga
pencabutan SIP Internsip berdasarkan Pasal 31 Permenkes Nomor 2052/2011.

B. Kepastian Hukum Dokter Program Internship dalam Menjalankan Praktik Kedokteran Sebagai
Bentuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Indonesia

Berdasarkan kajian terhadap instrumen hukum positif, jaminan kepastian hukum dokter
program internsip dalam menjalankan praktik kedokteran di Indonesia secara eksplisit
dikendalikan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Program Internsip (sebagai pembaruan dari Permenkes Nomor 39 Tahun 2017). Secara teoritis
normatif, regulasi ini telah memenuhi asas kepastian hukum karena telah merumuskan secara jelas
hak-hak mendasar peserta internsip, seperti hak atas perlindungan hukum selama praktik berjalan
sesuai standar profesi, hak cuti sepuluh hari kerja untuk alasan mendesak, serta hak atas Bantuan
Biaya Hidup (BBH) dan akomodasi transportasi bagi jalur ikatan dinas.

Namun, efektivitas hukum (law in action) di lapangan menunjukkan adanya distorsi
kepastian hukum substantif. Regulasi teknis yang ada belum memuat kejelasan garis demarcation
(batas tegas) mengenai hak dan wewenang operasional antara dokter pendamping dengan dokter
internsip. Sebagai contoh, dokter pendamping dipersyaratkan merupakan dokter aktif minimal dua
tahun yang bertugas memberikan bimbingan, arah, dan supervisi. Namun, aturan tersebut tidak
merinci seberapa jauh batas kemandirian dokter internsip dalam mengambil tindakan medis
berisiko tinggi ketika dokter pendamping tidak berada di lokasi wahana pelayanan.

Kondisi ketidakpastian hukum ini memicu terjadinya praktik beban kerja berlebih
(phantom working hours). Merespons kerentanan fisik dan mental dokter muda tersebut,



Kementerian Kesehatan melalui kebijakan darurat dan pembaruan sistemik tahun 2026
menegaskan keharusan reformasi tata kelola internsip nasional nasional yang mencakup:

- Penerapan pembatasan jam kerja maksimal 40 jam per minggu secara ketat guna menghindari
malpraktik akibat kelelahan ekstrem;

- Larangan absolut memosisikan dokter internsip sebagai pengganti atau subsitusi dari tenaga
medis organik tetap di rumah sakit;

- Standardisasi kenaikan jumlah Bantuan Biaya Hidup (BBH) yang disesuaikan dengan indeks
inflasi ekonomi regional di lokasi wahana;

- Proteksi hukum preventif berupa jaminan kebebasan dari tindakan perundungan (bullying)
dan intimidasi di lingkungan akademik-klinis.

Secara komparatif, kepastian hukum dokter internsip di Indonesia masih tertinggal jika
dibandingkan dengan negara Australia (MBA) atau Inggris (GMC) yang menempatkan status
residensial medis muda di bawah pengawasan jam kerja ketat berskala internasional (seperti
European Working Time Directive) serta didukung oleh asuransi malpraktik medis yang melekat
pada institusi pendidikan atau rumah sakit pembina. Di Indonesia, ketidakjelasan klausa tanggung
jawab hukum bersama (joint liability) dalam regulasi pelaksana UU Kesehatan mengakibatkan
posisi tawar dokter internsip sangat lemah saat berhadapan dengan tuntutan hukum pasien, padahal
hak atas imbalan jasa penuh (jasa medis) mereka tiadakan dan dialihkan dalam skema BBH. Oleh
karena itu, sinkronisasi regulasi operasional mutlak diperlukan demi mewujudkan ketertiban
hukum yang berkeadilan bagi kelangsungan karier dokter masa depan Indonesia.

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum dokter program internsip dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia
adalah sebagai tenaga medis dalam masa pemahiran dan pemandirian akademik-klinis yang
memiliki kewenangan klinis terbatas. Secara legal formal, mereka sah dikategorikan sebagai
dokter umum berdasarkan kepemilikan STR Internsip dan SIP Internsip yang diakui oleh Konsil
Kesehatan Indonesia (KKI) dan pemerintah daerah. Namun, kedudukan ini menempatkan mereka
pada hubungan biomedis aktif-pasif dengan pasien yang melahirkan beban tanggung jawab hukum
perdata, pidana, dan administrasi yang mandiri, di mana batas pengalihan tanggung jawab
kelembagaan (vicarious liability) kepada rumah sakit wahana belum terakomodasi secara memadai
dalam hukum positif.



2. Kepastian hukum bagi dokter program internsip dalam menjalankan praktik kedokteran diatur
secara formal melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi ini telah
memberikan kepastian normatif terkait pemenuhan hak perlindungan hukum sepanjang bertindak
sesuai standar operasional dan pemenuhan hak keuangan berupa Bantuan Biaya Hidup (BBH).
Kendati demikian, kepastian hukum substantif di tingkat praktis masih lemah karena tidak adanya
kejelasan batas wewenang klinis mandiri serta minimnya aturan teknis pelindung dari eksploitasi
jam kerja di wahana pelayanan kesehatan.

B. Saran

1. Penyampaian Peninjauan dan Evaluasi Kebijakan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI):
Kementerian Kesehatan bersama Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) didesak untuk segera
menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan terbaru yang secara eksplisit mengatur Standar
Operasional Supervisi dan penerapan pembatasan jam kerja ketat (maksimal 40 jam/minggu).
Regulasi baru ini wajib memuat sanksi administratif tegas berupa pencabutan status sebagai
wahana internsip bagi Rumah Sakit atau Puskesmas yang terbukti membiarkan dokter internsip
bekerja mandiri tanpa pendampingan aktif dokter supervisor.

2. Revisi Aturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023: Mendorong
Pemerintah untuk memasukkan klausul perlindungan hukum berjenjang (vicarious liability) ke
dalam Peraturan Pemerintah (PP) turunan UU Kesehatan No. 17/2023. Aturan ini harus
menegaskan bahwa tanggung jawab hukum atas kerugian keperdataan akibat tindakan medis
dokter internsip secara otomatis dialihkan menjadi tanggung jawab institusional Rumah Sakit dan
Dokter Pendamping, sepanjang dokter internsip bekerja di atas koridor SOP yang disepakati.

3. Inisiasi Legislative Review ke DPR RI (Komisi IX): Mendorong Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia untuk meninjau kembali efektivitas keberlanjutan Program Internsip Dokter
Indonesia (PIDI). Jika program transisi ini dinilai tidak memiliki payung hukum yang kokoh untuk
melindungi keselamatan profesi dokter muda dan keselamatan pasien, perlu dilakukan penataan
ulang (re-design) kurikulum pendidikan kedokteran nasional dengan mengintegrasikan masa
pemahiran langsung ke dalam pendidikan profesi di tingkat universitas.

4. Standardisasi Hak Keuangan dan Perlindungan Asuransi Profesi: Pemerintah diwajibkan
menyusun regulasi teknis yang menjamin peningkatan besaran Bantuan Biaya Hidup (BBH)
berbasis standar biaya hidup regional, serta memfasilitasi penyediaan jaminan asuransi
perlindungan hukum (medical malpractice insurance) yang ditanggung sepenuhnya oleh anggaran
negara atau pihak manajemen wahana bagi seluruh peserta program internsip di Indonesia.
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